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PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI 
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 5/PER/M.KUKM/VI/2011 

T E N T A N G 
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI 

DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 
REPUBLIK INDONESIA 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan Dana Bergulir 

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, perlu 
menyempurnakan kembali organisasi dan tata kerja Lembaga 
Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, perlu menetapkan kembali Peraturan Menteri Negara 
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana 
Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 

Mengingat 
 
 
 
 

 
 

: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4866); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan 
dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3743); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502); 

 

KONSEP 
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7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan 
dan Organisasi Kementerian Negara; 

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, 
Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan 
Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;  

9. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan 
Usaha Menengah; 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang 
Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian 
Negara/Lembaga sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang 
Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian 
Negara/Lembaga; 

11. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah Republik Indonesia Nomor 21/Kep/M.KUKM/VII/2008 
tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Dana Bergulir 
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 

12. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah Nomor 05/Per/M.KUKM/IX/2010 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah 

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/994/M.PAN-RB/4/2011, 
tanggal 11 April 2011. 

 

M E M U T U S K A N : 
 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL 
DAN MENENGAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA 
LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA 
MIKRO, KECIL DAN MENENGAH. 

 
 

BAB I 
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI 

Pasal 1 
 

(1) Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut LPDB-KUMKM, merupakan unit organisasi 
non eselon di bidang pembiayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui Sekretaris 
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 

(2) LPDB-KUMKM dipimpin oleh seorang Direktur Utama. 
 

Pasal 2 
 
LPDB-KUMKM mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir untuk pinjaman 
dan atau pembiayaan KUMKM sesuai dengan peraturan perundangan. 
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Pasal 3 
 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LPDB-KUMKM 
menyelenggarakan fungsi:  
a. pelaksanaan penghimpunan pengembalian dana bergulir yang berasal dari pinjaman 

program dana bergulir dari KUMKM, dana anggaran dari APBN dan sumber dana 
lainnya yang sah; 

b. pelaksanaan pemberian pinjaman dan/atau pembiayaan kepada KUMKM; 
c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksaaan pengelolaan Lembaga Pengelola 

Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 
d. pengkajian dan pengembangan pengelolaan LPDB-KUMKM 
e. pelaksanaan perbendaharaan akuntansi keuangan serta administrasi umum; 
f. pelaksanaan pemeriksaan intern LPDB-KUMKM; 
g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan petunjuk Menteri Negara Koperasi dan Usaha 

Kecil dan Menengah. 
 
 

BAB II 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 4 
 
Susunan organisasi LPDB-KUMKM terdiri atas : 
a. Direktur Utama; 
b. Direktur Pengembangan Usaha; 
c. Direktur Keuangan; 
d. Direktur Umum dan Hukum; 
e. Direktur Bisnis; dan 
f. Satuan Pemeriksaan Intern. 

 
Bagian Pertama 
Direktur Utama 

Pasal 5 
 
Direktur Utama mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas LPDB-KUMKM sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 6 
 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur Utama 
menyelenggarakan fungsi: 

a. pengkoordinasian penyusunan rencana strategis bisnis; 

b. pengkoordinasian penyusunan rencana bisnis dan anggaran tahunan; 

c. pengkoordinasian penyusunan rencana kebutuhan, inventarisasi, dan penghapusan 
aset/aktiva;  

d. pengkoordinasian seleksi dan kerja sama dengan mitra bisnis dan seleksi Koperasi, dan 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah penerima dana bergulir; 

e. pengkoordinasian dan penetapan perikatan LPDB-KUMKM dengan pihak lain; 
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f. penyampaian laporan akuntabilitas kinerja LPDB-KUMKM kepada Menteri Negara 
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Menteri Keuangan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan; 

g. pengkoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Satuan Pemeriksaan Intern 
(SPI); 

h. pengkoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan dana bergulir; dan 

i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan petunjuk Menteri Negara Koperasi dan Usaha 
Kecil dan Menengah. 

 

Bagian Kedua 
Direktur Pengembangan Usaha 

 
Pasal 7 

Direktur Pengembangan Usaha mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, 
pengembangan usaha, evaluasi dan pengkajian dana bergulir serta pengendalian risiko 
pembiayaan. 
 

Pasal 8 
 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktur 
Pengembangan Usaha menyelenggarakan fungsi: 
a. pengkoordinasian penyusunan rencana program LPDB-KUMKM; 
b. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan usaha; 
c. pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategi Bisnis (RSB); 
d. pengkoordinasian penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);  
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan 

LPDB-KUMKM;  
f. pemberian opini secara mandiri kepada direksi berkaitan dengan mitigasi risiko atas 

pembiayaan LPDB-KUMKM; dan 
g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan petunjuk Direktur Utama. 

 

Pasal 9 
 
Direktur Pengembangan Usaha terdiri atas : 
a. Divisi Perencanaan;  
b. Divisi Evaluasi dan Pengkajian; dan 
c. Divisi Manajemen Risiko. 

 

Pasal 10 
 

Divisi Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan 
rencana program LPDB-KUMKM, Rencana Strategi Bisnis (RSB) dan Rencana Bisnis dan 
Anggaran (RBA).  
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Pasal 11 
 

Divisi Evaluasi dan Pengkajian mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyiapan 
pengembangan usaha, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan 
LPDB-KUMKM;  
 

Pasal 12 
Divisi Manajemen Risiko mempunyai tugas melaksanakan pemberian opini secara mandiri 
kepada direksi berkaitan dengan mitigasi risiko atas pembiayaan LPDB-KUMKM. 

 

Bagian Ketiga 
Direktur Keuangan 

 
Pasal 13 

 
Direktur Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran dan 
penatausahaan dana bergulir. 
 

 
Pasal 14 

 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Direktur Keuangan 
menyelenggarakan fungsi : 
a. pelaksanaan penghimpunan pengembalian dana bergulir yang berasal dari pinjaman 

program dana bergulir dari Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dana 
anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana lain yang 
sah; 

b. pengkoordinasian pengelolaan dana bergulir; 
c. penyiapan dokumen rencana kerja dan anggaran; 
d. penyiapan dokumen pelaksanaan anggaran; 
e. pengelolaan pendapatan dan belanja; 
f. pengelolaan kas; 
g. pengelolaan hutang-piutang dana bergulir; 
h. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dan Barang Milik Negara 

LPDB-KUMKM; dan 
i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan petunjuk Direktur Utama. 

 
 

Pasal 15 
 

Direktur Keuangan terdiri atas : 
a. Divisi Tata Laksana Anggaran; dan 
b. Divisi Penatausahaan Dana Bergulir. 

 

Pasal 16 
 

Divisi Tata Laksana Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dokumen 
rencana kerja dan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, pengelolaan pendapatan 
dan belanja, pengelolaan kas lain, pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan 
keuangan dan Barang Milik Negara LPDB-KUMKM. 
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